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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah untuk hidup secara berdampingan merupakatu dtebutuhan
bagi kehidupan manusia. Untuk memenuhi dorongafodi® ini dibuatlah
peraturan pernikahan yang mana dalam peraturaebtérdilandasi oleh
kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.

Perkawinan yang bahagia adalah perkawinan yangrbskian kasih
sayang serta kemesraan menjadi motivasi dan pexggée arah
kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Setgdikperkawinan yang
tidak harmonis akan menghasilkan ketidakteguhahagri yang membawa
kesan negatif bukan saja terhadap dirinya tetapi jnasyarakat.

Perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua,waitonogami dan
poligami’ Monogami merupakan perkawinan seorang laki-lakngde
seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah pedawantara seorang
laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Pada dasarnya undang-undang tentang perkawinan thlouh 1974
berasaskan monogami, yaitu seorang laki-laki habygisteri seorang
perempuan. Seperti yang tertera dalam pasal 3(ayayang berbunyi “Pada

asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria haolgh bmempunyai

L http;//lwww.islam.gov.my/portal/pdf/PoligamiPPUUfpd diakses pada tanggal 13
Oktober 2010

2 Abdur Rahman Ghazaly Fikih Munakahat “Seri Buku Daras” Jakarta: Prenada
Media, 2003, hal.129



seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempwsarang suamf®.
Tetapi dalam pasal selanjutnya undang-undang mékabekelonggaran bagi
suami untuk melakukan poligami, namun harus meniesydrat-syarat yang
telah ditetapkan. Hal ini dimuat dalam pasal 3 af@@t yang berbunyi
“Pengadilan dapat memberi izin kepada suami unteksteri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yaexgdngkutan”, pasal 4
ayat (1) "Dalam hal seorang suami akan beristebihledari seorang
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undahgag ini, maka ia
wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan dirada tempat
tinggalnya”, ayat (2) berbunyi “pengadilan dimaksialam ayat (1) pasal ini
hanya memberikan izin kepada seorang suami yang ladasteri lebih dari
seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalatkieavajibannya sebagai isteri,
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit ydal tlapat disembuhkan, c.
isteri tidak dapat melahirkan keturunan ” dan pdsalyat (1) menyebutkan
“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadgabagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undangham,)s dipenuhi syarat
sebagai berikut ; a. adanya persetujuan dari iatat isteri-isteri, b. adanya
kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluardkepehidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan &dauami akan berlaku
adil terhadap isteri-isteri, dan anak-anak meréka”.

Poligami dalam masyarakat adalah salah satu badgan budaya

masyarakat pra Islam. Seorang laki-laki dapat m@mggerempuan dalam

% Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawditea Kompilasi Hukum Islam,
Bandung: Citra Umbara,2007, hal.2
* Ibid, hal.2-3



jumlah yang tak terbatas. Bahkan banyaknya istenjadi simbol kehebatan
seorang laki-laki. Al-Quran membatasi kebiasaanrpbkgami dengan
memberikan syarat yang tidak ringan, dan dibatasikt boleh lebih dari

empat orang, yakni dalam surat an-nisa’(4) :3

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat ladw adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininyagka
kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangiuag tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlakli, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kaniliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak betharsaya (surat
an-nisa’ (4) : 3)°

Dalam hal ini al-Quran dari satu sisi memberikamarat kebolehan
melakukan poligami bagi orang yang dapat memenarsyaratannya, akan

tetapi pada ayat yang lain memustahilkan persyaratalapat dicapdi.

Léjj:lf.; f/c\ Jf \j.L.L‘ NE ('“’aj} jj) ;\.M«.J\ jj.ka./? :)/T M :jjj
OV YR:(8) sbdly Ls skt O A1 306 1,455 12t 85 aaealis

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat laéu adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat deam, karena
itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yaagk cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katungnika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kengan),
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Mamy&&ang.
(An-nisa’(4) : 129y’

® Departement Agama RAI-Quran dan Terjemahnyaudus: Mubarakatan Toyyibah,
hal.77

® Munir ,Lily Zakiyah (editor), Perempuan Memposisikan Kodrat: Perempuan dan
Perubahan dalam Perspektif IslaBandung; Anggota IKAPI, 1999, hal.104

" Departement Agama Rbp.cit hal. 99



Di atas telah disebutkan bahwasanya salah satatsyaligami yang harus
dipenuhi adalah suami harus mampu berlaku adil lwEmar-benar mampu
mencukupi nafkah keluarganya, baik nafkah lahir po@aubatin.

Pada kenyataannya praktek poligami sering tidak as#id
pertimbangan-pertimbangan yang logis diperbolehkanpoligami, tetapi
lebih didasari atas dorongan nafsu serakah kaumlalik dan tanpa
mengindahkan faktor keadilan sebagaimana disylairatdalam al-Qur’ah,
sehingga banyak suami yang penghasilannya sedigit imemiliki isteri
lebih dari satu. Akibatnya terjadilah hubungan yditgk harmonis antara
keluarga mereka.

Seperti kasus poligami yang terjadi di Tangeraegrang isteri muda
hangus terbakar akibat dibakar oleh Ny. Jeni (igtertama) dari Saroni,
seorang penjual sate keliling. Pada awalnya ketuangreka baik-baik saja
dan dikaruniai 2 orang anak yan sekarang dalamaasuhereka berdua.
Selang 5 tahun usia perkawinannya, saroni menikgh dengan seoarang
gadis bernama Euis dan perkawinannya ini dirediel deni. Antara isteri
pertama dan kedua ini pada awalnya mereka rukwmrskja, tetapi selang
beberapa waktu saroni sering memukul Jeni dan Isbilng bersama Euis.
Hal ini membuat Jeni terbakar api cemburu dan paalacaknya terjadi
keributan antara Jeni dan Euis yang berakhir pdaakkdrnya Euis oleh Jeni

ke seluruh anggota badannyaHal ini terjadi karena suami tidak

8M. Anshory MK, Hukum Perkawinan di Indonesia “masalah-masalah latis
Yogyakarta : Pustaka Pelajar cet.Ke-1, hal.88

*http://www.tempo.co.id/hg/tangerang/2007/10/06/B8K.71006-109146 id.htmbiakses
pada tanggal 23 Desember 2010




mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang thgerbolehkannya

poligami dan berimbas pada ketidakharmonisan diaki@uarga mereka.
Kewajiban suami yang paling pokok adalah memberikafkah bagi

isteri dan anak-anaknyaseperti dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq

(65) : 7

L;.ij&iiﬁiiﬁséﬁ &.a:,l_ei;jj )Méﬁjwuﬁszdﬁjﬁ
(Vo) Uy el s iU\:}w WG uw

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkatenurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkirgradaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepaya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkakedar)
apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak aks@mberikan
kelapangan sesudah kesempitan.(Surat At-Thalag; (B5)

Suami yang ingin poligami harus mengajukan permahorke
pengadilan di daerah tempat tinggalf§&elanjutnya hakim memeriksa ada
atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorangiskemin lagi’® ada
atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik pefjsatulisan maupun tertulis,
ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjanpark&n hidup isteri-

isteri dan anak-anaknya, dan ada atau tidaknyanmbahwa suami akan

9 Abdurrafman al-JaziriAl-Figih ‘Ala Madzahibi al-Arba’ah, juz IVMesir, 1969, hal.
553

! Departement Agama Rbp.cit hal. 559

12 palam Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentanga@énan pasal 4 (1), dan PP
No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 taBud pasal 40. Undang-undang RI No. 1
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islaap.cit hal.2 dan 58

13 yakni: i. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan k@bannya sebagai isteri, ii. Bahwa
isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tldpat disembuhkan, iii. Bahwa isteri tidak
dapat melahirkan keturunan. (PP. No. 9 tahun 18rtahg Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinanhbid. Hal. 58



berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anadraka dengan pernyataan
atau janiji dari suami yang dibuat dalam bentuk yeitegapkan untuk it

Nampaknya hakim dalam memberikan putusan permohpabgami
kurang mempertimbangkan masalah kemampuan membaréfah. Karena
dalam prakteknya penulis menemui beberapa putugen goligami di
Pengadilan Agama (PA) Semarang, suami yang naflealsegikit tetapi
mendapatkan izin poligami.

Dalam observasi awal, ditemukan ada 29 putusandd@dag Agama
(PA) Semarang tentang poligami pada tahun 20073,28&n 2009. Diantara
putusan-putusan tersebut, peneliti hanya mengalipltusan saja, yakni
putusan pada tahun 2007 dan 2008 dengan pertimbdgfava terdapat
kesamaan jenis kasus dalam putusan itu, yakniatlitlri alasan permohonan
izin poligami, penghasilan minim yang diperoleh péion, dan pertimbangan
hakim yang dipergunakan dalam mengabulkan permeohiaimapoligami.

Berikut adalah 5 putusan izin poligami Pengadilagama (PA)

Semarang tersebut :

No | No. Pemohon | Pekerjaan/ Pertimbangan Hakim
Perkara Gaji

1 | 0969/Pdt Mirdi Buruh/ - isteri sudah tidak dapat
.G/2007/ Rp. 500.000,- sepenuhnya melayani suami
PA.Sm - calon isteri kedua mengaku

telah hamil 3 bulan dari
hasil hubungannya dengan
Pemohon
- telah memenuhi syarat

“ PP, No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU. fdbun 1974 tentang Perkawinan
pasal 41 poin a-dbid
!> Dokumen Pengadilan Agama Semardgriset24 Mei 2010



dan
dengan

alternatif
sesuai
undang

undan

1082/Pdt
.G/2007/
PA.Sm

Bedjo
Sutopo

Swasta/

Rp. 900.000,-

telah memenuhi persyaratan

komulatif

sesuai dengan pasal 4 ayat

(2) huruf (b) dan pasal b
ayat (1) UU. No. 1 tahun
1974, jo. Pasal 57 huruf (¢)

dan pasal 58 ayat (1 dan
KHI

1413/Pdt
.G/2007/
PA.Sm

Ris
Ariyanto

Buruh/

Rp. 750.000,-

isteri kurang
melaksanakan

kewajibannya karena sakit
telah  memenuhi
poligami sesuai pasal 5 ay

dapa

(1) UU. No. 1 tahun 1974
jo. pasal 41 huruf (b, c, dan

d) PP. No. 9 tahun 1975

0900/Pdt
.G/2008/
PA.Sm

Kusyanto

Salesmen/

Rp. 969.000,-

isteri patut diduga tida
dapat lagi
kewajibannya untuk
melayani kebutuhan bat
suami dengan baik karer
telah menjalani opera
tumor kandungan (kista)

suami patut diduga dap
mencukupi kebutuhan hidu
isteri-isteri dan anak-ang
mereka

1671/Pdt
.G/2008/
PA.Sm

Suprapto

Sopir/

Rp. 1.200.000,

isteri tidak

melahirkan keturunan
telah memenuhi persyarat
sesuai dengan pasal 4 ay
(2) huruf (c) dan pasal
ayat (1) UU. No. 1 tahu

dapa

1974 jo. Pasal 57 huruf (¢

dan pasal 58 ayat (1 dan
KHI

syarat

menjalankan

at

K

K

[




Putusan-putusan di atas adalah putusan-putusanp@igami yang
mana mereka (pemohon) hanya memiliki penghasilaiminmidibawah standar
untuk hidup dengan isteri lebih dari satu dan aa@kk mereka) tetapi oleh
Pengadilan Agama (PA) Semarang diizinkan untuk digggmi. Sedangkan
syarat poligami yang dituangkan dalam UU. No.1 tah974 adalah harus ada
jaminan bahwa dia mampu memberikan nafkah bagii-isteri dan anak-
anaknya. Apabila poligami bagi yang berpenghasitanim diperbolehkan,
apakah ada jaminan kemampuan memberikan nafkahlgpaig

Jika melihat kondisi kebutuhan saat ini yang areatagam dan
semakin lama semakin meningkat, maka putusan-putdsagadilan Agama
(PA) Semarang tersebut di atas menarik untuk digadbahan penelitian dan
apa yang menjadi pertimbangan Hakim atas dikabuol@npermohonan
poligami tersebut. Berpijak dari latar belakangatths, maka penulis akan
mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudanfinan Nafkah dalam
Putusan 1zin Poligami di Pengadilan Agama SemaranfAnalisis Putusan
Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentaPoligami)’

. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pikiran dan latar belakangalalasdi atas,
maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang &0Qr¥ dan 2008

tentang poligami bagi pemohon yang kurang mampu?



2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengaditema (PA) Semarang
dalam menjatuhkan putusan izin poligami bagi pemdberkaitan dengan
jaminan nafkah?

C. Tujuan Penulisan Skripsi
Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yanm idgapai sesuai
dengan latar belakang dan rumusan masalah yangikdiordi atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agamardag tahun 2007
dan 2008 tentang poligami bagi pemohon yang kunaagppu.

2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum halemgd&dilan Agama
(PA) Semarang dalam menjatuhkan putusan izin poligaagi pemohon
berkaitan dengan jaminan nafkah.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustalkstaga yang
terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembaVi€w) pustaka, atas
masalah yang identik atau yang berkaitan dengamasaiahan yang
dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah unmhéngkaji sejarah
permasalahan, membantu pemilihan prosedur pemeliti@ndalami landasan
teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkealiebihan dan

kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplika&n menunjang
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perumusan masalahSumber telaah pustaka ini bisa berupa artikelajyrn
buku, majalah, internet, laporan penelitian, ddisdan-tulisan ilmiah lainnya.
Kajian tentang poligami dan nafkah wajib dari su&epada isteri ini
sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh penelittlgeinya, akan tetapi
yang meneliti secara khusus mengenai kemampuan eniat nafkah dalam
putusan izin poligami di Pengadilan Agama (PA) Semg@ belum dijumpai.
Di antara penelitian yang membahas persoalan poiigan nafkah wajib dari
suami kepada istri di antaranya adalah sebagdiuteri
1. Skripsi yang disusun oleh Khusnul Huda mahasiBakultas Syari’ah
IAIN Walisongo Semarang, yang berjudtiPoligami dan Prolema
Akomodasi Yuridis (Telaah Terhadap Usulan AmandeResal 3,4, dan
5 UU.RI. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleidL&PIK (Asosiasi
Perempuan Indonesia untuk Keadildh Dalam skripsi ini dijelaskan
tentang usulan LBH APIK untuk menghapus pasal ¢ah, 5 UU.RI. No.
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan abgbhmligami
merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi tlxpgoerempuan hal
mana didasarkan pada keunggulan atau supericeiés kelamin tertentu
atas jenis kelamin lainnya. Menurut LBH APIK jud@tiga pasal tersebut

sangat memberi peluang terjadinya poligami yangldipkart.’

'8 Ditulis oleh Achmad Arif Budiman, disampaikan dal&Pelatihan Penelitian Hukum
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang di Barghni, pada tanggal 10 Juli 2009

" Khusnul Huda!Poligami dan Problema Akomodasi Yuridis (Telaahffagap Usulan
Amandemen Pasal 3, 4, dan 5 UU. RI. No. 1 tahumt I8itang Perkawinan oleh LBH APIK
(Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)Bkripsi Jurusan Ahwal al-Syahsiyyah,
Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Whagje Semarang, 2006, td.
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2. Dr. Musfir Al-Jahrani dalam bukunya Nazharatun fi Ta’addudi az-
Zaujat, yang telah diterjemahkan oleh Muh. RitongjRoligami dari
Berbagai Persepsi”. Dalam buku tersebut mengekemukakan
disyari’atkannya poligami dalam Islam yang terdapgdrat-syarat yang
harus dipenuhi beserta ketetapagama Islam dalam mewujudkan
kemaslahatan kaum perempuan. Dalam bukunya Musfiralrani ini,
hukum poligami tidak hanya mubah, melainkan jugsatlanenjadi sunnah
yang baik. Berpoligami lebih baik daripada berissatu bagi orang yang
dianugerahi kesehatan, harta, dan kemampuan uetsikap adil. Karena
laki-laki yang berpoligami dapat meringankan beb@asyarakat dengan
memberikan sesuatu kepada seorang wanita atay teghihmembawanya
ke jenjang pernikahan yang bersih dan bersahaja.fedlaku semacam
ini sangat manusiawi, karena dia telah meringanbaban penderitaan
serta menambah tanggung jawabnya dalam kehiduparabgarakat®

3. Skripsi yang disusun oleh Uswatun Hasanah msaBiakultas Syari’ah
IAIN Walisongo Semarang yang berjudiKriteria Minim Nafkah Waijib
Kepada Isteri ( Study Analisis Pendapat Imam SyafiHasil yang
diperoleh dalam skripsi ini adalah menunjukkan bahwenurut Imam
Syalfi’'i, seorang suami mempunyai kewajiban memipaikah kepada
isterinya. Beliau menetapkan bahwa setiap harimsyang mampu, wajib
membayar nafkah sebesar 2 mudd (1.350 gram gan@unbaras), suami

yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan suami yda§ thampu wajib

8 Musfir Husain al-JahraniNazharatun fi Ta'addudi az-Zauja(terj) Muh. Suten
Ritonga, “Poligami dari Berbagai Persepsi”, Jaka®@ama Insani Press, 1996
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membayar nafkah sebanyak 1 mudd (675 gram gandaurbatas). Imam
Syalfi'i dalam menentukan ukuran minimal nafkah yavegib diberikan
suami kepada isteri adalah berdasarkan Al-Qur'aatsat-Thalaq (65)
ayat 7 yang artinya "Hendaklah orang yang mampu Ibeemnafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitk&myia hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kigpgya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

4. Dr. Abdul Nasir Al-’Atthar dalam bukunyaT&@adduduz Zaujaati Mina
an-Nawahi al-Diniyyati wal ljtimaa’ wal Qaanuuniyiia yang telah
diterjemahkan oleh Chadidjah Nasutidtoligami ditinjau dari Segi
Agama, Sosial, dan Perundang-undangan”. Dalam buku tersebut
dikemukakan bahwasanya poligami ditinjau dari seginapun lebih
banyak kebaikannya daripada keburukannya, dan bafstem poligami
itu lebih mulia dari peraturan-peraturan lain, yad@dakan untuk
membuka kesempatan menikah bagi wanita, dan menkamgg
penyelewengan yang bermacam-macam pada pria, dga jutuk
mencapai banyak kesejahteraan orang lain, untuk kaia dan wanita’

Berdasarkan kajian-kajian di atas, penelitian penyang berjudul

"Jaminan Nafkah dalam Putusan lIzin Poligami di Pengdilan Agama

Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semaarg tahun 2007

19 Uswatun Hasanah, "Kriteria Minim Nafkah Wajib Kejsa Isteri (Study Analisis
Pendapat Imam Syafi'i)"Skripsi Jurusan Ahwal al-Syahsiyyah, Semarangoitakaan Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, td

20 Abdul Nasir Taufiq al-AttharTa’adduduz Zaujaati Mina an-Nawahi al-Diniyyati wal
litimaa’ wal Qaanuuniyyati,(terj.) Chadidjah NasutionPoligami ditinjau dari Segi Agama,
Sosial, dan Perundang-undangadakarta: Bulan Bintang
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dan 2008 tentang Poligami)ini berbeda dengan penelitian yang telah dikaji

orang lain. Oleh karena itu, penulis berusaha megige persoalan di atas

dengan melakukan telaah pustaka terhadap litergamg menunjang

penelitian ini.

E. Metode Penulisan Skripsi
Adapun langkah kerja yang ditempuh adalah sebagdiui :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiapugtakaan

(library research), berupa studi dokumen putusan izin poligami
Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 demgaggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif inftbgian untuk menggali
dan membangun suatu proposisi atau menjelaskanardilpalik realita.
Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa ydeglangsung di lapangan.
Penelitian ini berupaya memandang apa yang sedgjaglitdalam dunia
tesebut dan melakukan temuan-temuan yang dipedbldalamnya. Oleh
kerena itu, apa yang dilakukan peneliti selamajphgan termasuk dalam
posisi yang berdasar kasus atau ideografi yang anehgan perhatian
pada spesifikasi kasus-kasus tertéhtu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumberkmrindata

sebagai berikut :

a. Data Primer

2l Burhan Bungin,Metode Penelitian KualitatifJakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001, hal. 124
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Data primer merupakan bahan hukum yang beraiftdritatif,
artinya bahan hukum yang mempunyai otorit&ahan hukum primer
dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen regigien berkas
perkara Pengadilan Agama (PA) Semarang (yakni potpstusan
izin poligami pada tahun 2007 dan 2008 dengan noperkara
0969/Pdt.G/2007/PA.Sm., 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm.3Mdt.G/2007
/PA.Sm., 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm., dan 1671/Pdt.GBZA.Sm.),
dan hasil wawancara langsung dari para hakim yasrgabgkutan.
Adapun hasil wawancara sebagaimana terlampir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dargy dedua
atau bukan data yang datang secara langsung, ndatardata ini
mendukung pembahasan dari penelitian®ibata sekunder di sini
antara lain adalah UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentaagkawinan, PP.
No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU.RI. NoaHhurt 1974
tentang Perkawinan, buku-buku, karya-karya ilmiah gegala sesuatu
yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

Metode Pengumpulan Data
a. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari \Gatg

otentik yang bersifat dokumentasi baik data itwparcatatan harian,

memori atau catatan penting lainnya. Adapun yanggkisud dengan

22 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumJakarta: Prenada Media, 2005, hal. 141
% SugionoMetode Penelitian Kualitatif dan R&®andung, cet.ke-4, 2008, hal 225



15

dokumen di sini adalah data atau dokumen dari RilagaAgama
Semarang yang berupa dokumen register dan berkzarpenomor
0969/Pdt.G/2007/PA.Sm., 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm.3Mdt.G/2007
/PA.Sm., 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm., dan 1671/Pdt. GZA.Sm.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlagpgsaara
lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap mMmdadengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keteratkgtgrangans®
Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagainmEmambangan
hukum hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menpaitsra
poligami yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adafdbrview
guide yakni wawancara yang menggunakan panduan pokiodkpo
masalah yang ditelit® Dalam hal ini yang menjadi interviewer adalah
Drs. H. Hamid Anshori, SH. dan Drs. Joko Yuwono.

5. Metode Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, maka langkah sebgajuadalah
melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penoienggunakan deskiptif
analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuanukintmenyorot objek
penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu gaisasi?® Dengan

menggunakan metode ini, penulis berusaha menganplisusan izin

24 Cholid Narbuko dan Abu Achmadijetodologi PenelitianJakarta; PT. Bumi Aksara
cet.ke-8, 2007, hal. 83

?® Ipid. hal. 84

% Soejono Soekantd?engantar Penelitian Hukundakarta: Universitas Indonesia (U.I.
Press), 1986, hal. 250
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poligami di Pengadilan Agama Semarang sejak tald@Y Zampai 2009
dengan nomor perkara 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm., 108BR2007/PA.
Sm., 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm.,0900/Pdt.G/2008/PA.8an,1671/Pdt.G/
2008/PA.Sm.

Disamping menggunakan deskriptif analitis, penuljaga
menggunakan analisis igigntent analysis yaitu penelitian yang bersifat
pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek ytetig.d

F. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk dapat memberikan gambaran secara luas danudadrkan
pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dapgsiskni, maka
penulis memberikan penjelasan secara garis besatalgan skripsi ini dibuat
sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitiangyaueliputi :
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuaniigam skripsi,
telaah pustaka, metode penulisan skripsi, damséattka penulisan
skripsi.

BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN NAFKAH
Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang poliggeng
menguraikan tentang pengertian poligami, dasar fnugaligami,
alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, sertgehaskan tentang
poligami menurut perundang-undangan dan proses apery

poligami. Dalam bab ini juga memuat tentang naflddiam
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poligami, yang menguraikan pengertian nafkah, ddsatum
nafkah, macam-macam nafkah, syarat-syarat nafkaheri&
minimal nafkah wajib kepada isteri, serta mengumaikentang
nafkah dalam poligami.

BAB Il JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI Dl
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
Dalam bab ini meliputi profil Pengadilan Agama Seang, yang
menguraikan tentang sejarah Pengadilan Agama Segjara
struktur organisasi Pengadilan Agama Semarangg segas dan
wewenang Pengadilan Agama Semarang. Juga memuatpdes
putusan Pengadilan Agama Semarang tentang poligsenia
pertimbangan hukum hakim tentang jaminan nafkandadutusan
izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV ANALISIS TENTANG JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUS AN
IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TAHUN 2007 DAN 2008 TENTANG POLIGAMI
Bab ini merupakan pemaparan dari analisis putussmgdlilan
Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 tentang polidpapi
pemohon yang mampu, dan analisis pertimbangan huiakim
Pengadilan Agama Semarang tentang jaminan nafkdamda
putusan izin poligami.

BAB V PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan ppnutu



